BAB 11
KAJIAN PUSTAKA

A. Pemahaman

1. Definisi Pemahaman dan Keterkaitannya dengan

Ekonomi Sumber Daya Manusia
Pemahaman diartikan sebagai kemampuan
(ability) yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat
menerjemahkan atau menyebutkan kembali mengenai
pengetahuan/informasi yang telah diketahui atau telah
di dengarnya dengan melalui penjelasan menggunakan
kata-kata ungkapannya sendiri. Sedangkan menurut
Sierpinska dalam buku Juan D. Godino, sebagaimana
dijelaskan kembali dalam buku Herry Agus Susanto,
mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan
pemahaman merupakan suatu pengalaman mental
yang saling menghubungkan terkait dengan beberapa
objek, yaitu antara informasi tentang objek yang satu
dengan objek lainnya. Pemahaman dikatakan sebagai

bagian penting dari proses pembelajaran, sebab
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pemahaman merupakan suatu proses yang terdiri dari
kegiatan mental dan kegiatan sosial.*

Pemahaman seseorang akan terlihat ketika ia
mampu memahami dan mengingat informasi yang
telah dibaca atau diketahui sebelumnya, serta dapat
mengomunikasikan kepada orang lain hasil dari
pemahaman bacaannya baik secara lisan maupun
tertulis. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk
memperkuat pemahaman seseorang terhadap suatu
informasi, yaitu diantaranya dengan melalui kegiatan
seperti berdiskusi, perenungan, dan kegiatan tanya-
jawab.?

Seseorang dianggap memahami apabila seseorang
tersebut mengetahui tentang sesuatu hal dan memiliki
kemampuan melihat sesuatu hal tersebut yang ditinjau
dari berbagai segi. Anas Sudijono dalam bukunya
mengatakan bahwa pemahaman (comprehension)
adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang

berupa kesanggupan mengerti atau memahami tentang

! Herry Agus Susanto, Pemahaman Pemecahan Masalah Berdasar

Gaya Kognitif, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), him. 27-29.

 Salam, Membaca Komprehensif; Strategi Pemahaman Bacaan,

(Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), him. 10-11.
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sesuatu hal, setelah sesuatu hal tersebut diketahui dan
diingat.?

Dalam ilmu figh, terdapat beberapa lafadz figh
yang memiliki makna tentang pemahaman, vyaitu
diantaranya lafadz fagiha-yafgahu, fighan, yang
artinya memahami, mengerti, interpretasi,
menafsirkan. Kemudian berdasarkan pada firman
Allah SWT dalam ayat Al-Qur’an yang berkaitan

dengan pemahaman, adalah sebagai berikut:
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Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin
itu semuanya pergi (ke medan perang).
Mengapa sebagian dari setiap golongan di
antara mereka tidak pergi  untuk
memperdalam pengetahuan agama mereka
dan untuk memberi peringatan kepada
kaumnya apabila mereka telah kembali,
agar mereka dapat menjaga dirinya.”.

(QS. At-Taubah: 122)*

* Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2015), him. 49-50.

* Kementerian Agama RI, AT-THAYYIB Al-Qur’an Transliterasi Per
Kata dan Terjemah Per Kata, hal. 206.
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Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT menggunakan
lafadz liyatafaggahu, yang artinya bahwa supaya
manusia memahamkan, dan memberi pemahaman.
Maka dalam ayat ini memberikan makna yang
mengandung arti bahwa manusia diperintahkan untuk
saling mengajarkan, agar tersebar dan meluasnya ilmu
pengetahuan yang dimiliki oleh manusia terhadap
manusia yang lainnya.”

Perencanaan Sumber Daya Manusia (Human
Resources Planning) merupakan salah satu bagian
yang termasuk dalam ruang lingkup ekonomi sumber
daya manusia. Menurut pemikiran Harbinson dan
Myres sebagaimana dikutip dalam buku Aris Ananta
yang dijelaskan kembali dalam buku Lora Ekana
Nainggolan, dkk yang mengatakan  bahwa
pembangunan sumber daya manusia terdiri atas
beberapa bentuk upaya yang diantaranya dengan
melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan

kemampuan semua orang dalam suatu masyarakat.

®> Daeng Naja, Bekal Bankir Syariah, (Ponorogo: Uwais Inspirasi

Indonesia, 2019), hal. 109.
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Adapun hasil dari upaya peningkatan pengetahuan
yaitu meliputi kemampuan individu untuk dapat
mencapai suatu pemahaman dan merealisasikannya.
Pembangunan sumber daya manusia termasuk dalam
bagian dari tahap implementasi perencanaan sumber
daya manusia untuk memperoleh SDM yang lebih
baik.°

Pemahaman sebagai bagian dari proses pendidikan
yang merupakan salah satu bentuk pencapaian
terhadap suatu pengetahuan. Menurut Sumarsono
sebagaimana dijelaskan dalam buku Lora Eka
Nainggolan, dkk mengatakan bahwa pendidikan dan
latihan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk
investasi manusia (human investment) yang disertai
dengan perolehan suatu imbalan di masa depan.’
Adapun jenis pendekatan yang berkaitan dengan
keuntungan investasi dalam bentuk sumber daya
manusia yaitu salah satunya dikenal pendekatan

residual (residual approach). Berdasarkan pendekatan

® Lora Ekana Nainggolan, dkk, Ekonomi Sumber Daya Manusia,
(Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 19.

7 Lora Ekana Nainggolan, dkk, Ekonomi Sumber Daya Manusia, hal.
43.
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ini, dikatakan bahwa proses pendidikan dan
pembelajaran dapat melahirkan suatu residu yang
diantaranya yaitu dalam bentuk keterampilan teknis,
kemampuan manajerial, daya  adaptabilitas,

keterbukaan wawasan, dan lain-lain.®

Kategori Pemahaman

Setiap orang memiliki tingkat pemahaman yang
berbeda-beda mengenai pemahaman informasi tentang
suatu hal, sebab tingkat pemahaman seseorang
dipengaruhi  oleh  bagaimana  kesiapan  dan
pengetahuan awal yang dimiliki setiap individu pada
bidang dan lingkup pengetahuan yang berbeda-beda.
Dengan demikian, seseorang mungkin dapat
mempunyai pemahaman awal yang lebih tinggi atau
lebih rendah dari orang lain. Sehingga, perbedaan
tingkat pemahaman yang dimiliki oleh seseorang tidak
hanya dipengaruhi oleh proses membaca yang

dilakukannya, melainkan juga bergantung pada
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® Lora Ekana Nainggolan, dkk, Ekonomi Sumber Daya Manusia, hal.
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kesiapan dan pengetahuan awal yang telah dimiliki
sebelumnya.’

Seseorang yang dinyatakan paham yaitu bagi ia
yang mampu menjelaskan  kembali  dengan
menggunakan susunan kalimatnya sendiri mengenai
sesuatu yang telah dibaca atau didengar sebelumnya.
Untuk dapat mengukur tingkat pemahaman yang
dimiliki oleh masing-masing individu, berikut ini akan
dijelaskan bahwa pemahaman pada dasarnya dapat
dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu diantaranya:™

a. Tingkat Pertama (Tingkat Terendah)

Tingkatan terendah dalam pemahaman
adalah jenis pemahaman terjemahan, yaitu
tingkat pemahaman yang memiliki kemampuan
untuk menerjemahkan, seperti menerjemahkan
mulai dari terjemahan dalam arti yang
sebenarnya, misalnya menerjemahkan dari

bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.

° Prana Dwija Iswara, Teknik Membaca Buku Membuka-buka Buku,
(Sumedang: UPI Sumedang Press , 2014), hal. 23.

' Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 24.
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b. Tingkat Kedua

Adapun tingkat kedua dalam pemahaman
adalah jenis pemahaman penafsiran, yaitu tingkat
pemahaman yang memiliki kamampuan untuk
dapat menghubungkan hal-hal terdahulu yang
telah diketahui sebelumnya dengan hal-hal yang
diketahui setelahnya/saat ini/berikutnya yang
terjadi, dan mampu menghubungkan beberapa
hal dari grafik dengan kejadian, serta mampu
menemukan perbedaan, yaitu antaralain seperti
membedakan antara yang pokok dan yang bukan

pokok.

. Tingkat Ketiga (Tingkat Tertinggi)

Sedangkan yang dimaksud dengan
pemahaman tingkat ketiga atau disebut pula
sebagai pemahaman tingkat tertinggi adalah jenis
pemahaman  ekstrapolasi,  yakni  tingkat
pemahaman dengan memiliki kemampuan
ekstrapolasi yang mampu melihat sesuatu di balik
yang tertulis, dan dapat membuat suatu ramalan
(estimasi) mengenai konsekuensi atau dapat
memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi,

kasus, ataupun masalahnya.
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3. Perbedaan Antara Pengetahuan dan Pemahaman
Tingkat pengetahuan (knowledge) diartikan
sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang
dalam menghafal, mengingat, atau mengulang
kembali  pengetahuan yang pernah diterima
sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan
tingkat  pemahaman (comprehension)  yaitu
kemampuan  seseorang dalam mengartikan,
menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan
sesuatu hal melalui ungkapan kata-katanya sendiri
mengenai sesuatu hal (pengetahuan) yang sudah
pernah diterima sebelumnya.
Berikut dibawah ini  perbedaan mengenai
kemampuan internal, dan kata kerja operasional pada

pengetahuan dan pemahaman, yaitu sebagai berikut:'

"' Hamzah B. Uno dan Satria Koni, Assessment Pembelajaran,

(Jakarta: Bumi Aksara, 2016), him. 61 & 67.



38

Tabel 2. 1 Kemampuan Internal dan Kata Kerja
Operasional Pengetahuan dan Pemahaman

Kategori Jenis Kemampuan Kata Kerja
Perilaku Internal Operasional
Pengetahuan Mengetahui tentang: Menyusun/Menata
(Knowledge) - Istilah Mendefinisikan
- Fakta Menyalin
- Aturan Menunjuk(nama benda)
- Urutan Mendaftar
- Metode Menghafalkan
Menyebutkan
Mengurutkan
Mengenal
Mengingat kembali
Pemahaman Menerjemahkan Mengklasifikasikan

(Comprehension)

Menafsirkan
Memperkirakan

Menentukan tentang:

- Metode
- Prosedur

Memahami tentang:
- Konsep
- Kaidah
- Prinsip

Menggambarkan
Mensdiskusikan
Menjelaskan
Mengungkapkan
Mengalokasikan
Melaporkan
Mengakui
Mengkaji ulang

Selain itu, terdapat pula beberapa perbedaan pada

ciri-ciri yang dimiliki antara pengetahuan (knowledge)

dan pemahaman (comprehension), diantaranya adalah

sebagai berikut:*?

> M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1994), hal. 28.




Tabel 2. 2 Ciri-Ciri Pengetahuan dan Pemahaman

Tingkat/hasil belajar

Ciri-Ciri

Pengetahuan
(Knowledge)

Sebagai jenjang
belajar terendah.
Kemampuan
mengingat fakta-
fakta.

Kemampuan
menghafalkan rumus,
definisi, prinsip,
prosedur.

Dapat
mendeskripsikan.

Pemahaman
(Comprehension)

Mampu
menerjemahkan
(pemahaman
terjemahan).

Mampu menafsirkan,
mendeskripsikan
secara verbal.
Pemahaman
ekstrapolasi.
Mampu
estimasi.

membuat
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Berdarkan pada uraian penjelasan diatas, maka

dapat diketahui bahwa antara pengetahuan dengan

pemahaman merupakan suatu hal yang berbeda.

Dalam agama Islam terdapat suatu kewajiban bagi

seluruh  umat

muslim  baik laki-laki maupun

perempuan yang merupakan bentuk perintah dari
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Allah SWT berupa kewajiban belajar dan menuntut
ilmu pengetahuan. Sebab, pada dasarnya setiap
manusia ketika dilahirkan ke dunia berada dalam
keadaan yang tidak berilmu dan tidak memiliki
apapun. Oleh Kkarena itu, dengan melalui ilmu
pengetahuan manusia akan dapat mengetahui dan
mampu membedakan antara suatu hal yang benar dan
yang salah, serta menjadikan ilmu pengetahuan
sebagai penuntun manusia dalam  menjalani
kehidupannya untuk memperoleh kebahagiaan dan
kebaikan di dunia maupun di akhirat. Hal ini
sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT
pada ayat Al-Qur’an sabagai dasar perintah kewajiban
kepada manusia untuk belajar dan menuntut ilmu

pengetahuan, yaitu sebagai berikut:
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Artinya:  “Bacalah dengan (menyebut) nama
Tuhanmu yang menciptakan; Dia telah
menciptakan manusia dari segumpal
darah; Bacalah, dan Tuhanmulah Yang
Maha Mulia; Yang mengajar (manusia)
dengan pena; Dia mengajarkan manusia
apa yang tidak diketahuinya”. (QS. Al-
‘Alaq: 1-5)"

Pengetahuan sangat penting bagi manusia sebagai
dasar untuk dapat mencapai pemahaman yang baik
tentang berbagai hal, sebab jika sesuatu hal yang
dilakukan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan,
maka hasil yang akan diperolehnya tidak akan baik.
Pemahaman manusia akan dipengaruhi oleh seberapa
besar tingkat pengetahuan yang dimilikinya. Dengan
demikian, menuntut ilmu merupakan hal yang sangat
dianjurkan dan diwajibkan bagi setiap umat muslim
agar diperolennya pengetahuan untuk mencapai
pemahaman yang baik terhadap segala sesuatu. Hal
ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT
pada ayat Al-Qur’an yang membahas mengenai

keutamaan dalam menuntut ilmu pengetahuan yaitu

sebagai berikut:

Y Kementerian Agama RI, AT-THAYYIB Al-Qur’an Transliterasi Per
Kata dan Terjemah Per Kata, hal. 597.
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila
dikatakan kepadamu, “Berilah
kelapangan di dalam majelis-majelis,”
maka lapangkanlah, niscaya Allah akan
memberi kelapangan untukmu. Dan
apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,”
maka berdirilah, niscaya Allah akan
mengangkat (derajat) orang-orang yang
beriman di antaramu dan orang-orang
yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan
Allah Maha Teliti apa yang kamu
kerjakan”. (QS. Al-Mujadalah: 11)*

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat diketahui
bahwa betapa mulianya orang yang berilmu, yaitu
sebagai orang yang diberikan keistimewaan berupa
diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Hal ini
berkaitan dengan  sebagaimana kisah  Nabi
Muhammad SAW vyang diperintahkan oleh Allah
SWT agar selalu membaca dan memahami Al-Qur’an
yang telah diturunkan kepadanya untuk mendekatkan

diri kepada Allah SWT. Dengan demikian, melalui

* Kementerian Agama RI, AT-THAYYIB Al-Qur’an Transliterasi Per
Kata dan Terjemah Per Kata, hal. 543.
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membaca maka manusia akan memperoleh
pengetahuan dan pemahaman. Sebab dengan
memahami ilmu, manusia dapat memperbaiki dan
membina dirinya sesuai dengan ajaran agama Islam
dan kaidah hukum yang berlaku dikehidupannya. Hal
ini sebagaimana dijelaskan pula dalam firman Allah
SWT pada ayat Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa
seorang manusia tidak akan mampu memahami
tentang sesuatu hal, jika tanpa didasari dengan ilmu
pengetahuan, yaitu sebagai berikut:
V) Gl Wy S Gl OERY) ally
/ IS AR
Artinya: “Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami
buat untuk manusia; dan tidak ada yang

akan memahaminya kecuali mereka yang
berilmu”. (QS. Al-Ankabut: 43)%

Selain  pentingnya ilmu pengetahuan agar
tercapainya suatu pemahaman pada diri manusia,
terdapat pula manfaat lainnya dengan memiliki ilmu
pengetahuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam

hadits sebagai berikut:

> Kementerian Agama RI, AT-THAYYIB Al-Qur’an Transliterasi Per
Kata dan Terjemah Per Kata, hal. 401.
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alally 4ilad 315 G calally ailad

Dalam  hadits  dijelaskan  bahwa,
“Barangsiapa  yang menginginkan
kebahagiaan dunia (sukses dan kaya),
hendaknya ia memiliki ilmu. Barangsiapa
yang menginginkan kebahagiaan akhirat,
hendaklah ia memiliki ilmu. Dan
barangsiapa yang menginginkan
kebahagiaan keduanya, hendaklah ia
memiliki ilmu”. HR. Muslim*®

Hadits tersebut menunjukkan bahwa jika manusia

memiliki ilmu pengetahuan kemudian disertai dengan

pemahaman yang baik, maka manusia akan dapat

memperoleh kebahagiaan dunia, akhirat, maupun

keduanya.

B. Sistem Pembayaran di Indonesia

1. Definisi Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang

digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan

penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan

kewajiban pembayaran dengan melalui pertukaran

6 Muhammad Khatib, Misteri Dzikir Hasbunallah Wa Ni’'mal Wakil,
(Surabaya: CV. Pustaka Media, 2020), hal. 269.
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“nilai” antarperorangan, bank, dan lembaga lainnya
baik domestik maupun antarnegara, merupakan
sistem yang mencakup pengaturan,
kontrak/perjanjian,  fasilitas  operasional, dan
mekanisme teknis. Sistem pembayaran merupakan
bagian yang saling terhubung dengan sistem

keuangan dan perbankan suatu negara.’

2. Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian

Perkembangan sistem pembayaran hingga saat
ini dipengaruhi karena dorongan semakin besarnya
volume dan nilai transaksi masyarakat, peningkatan
timbulnya risiko, kompleksitas kegiatan transaksi,
dan perkembangan teknologi, dimana hal ini juga
berkaitan dengan perkembangan uang beredar di
masyarakat, yang mulanya diawali dengan
pembayaran secara tunai hingga sampai saat ini
pembayaran sudah dapat melalui dalam bentuk

elektronis yang bersifat non-tunai. Peran sistem

7 Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, Kebijakan Sistem Pembayaran
di Indonesia, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)
BI, 2003), hal. 2.
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pembayaran dalam perekonomian semakin hari
menjadi semakin penting, sebab jika terjadinya
gangguan pada sistem pembayaran akan dapat
membahayakan stabilitas sistem dan pasar keuangan
secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem
pembayaran perlu diatur dan diawasi dengan baik
agar sistem pembayaran dapat berjalan dengan aman
dan lancar, sebab sistem pembayaran yang aman dan
lancar merupakan tujuan utama dari bank sentral
dalam upaya pencapaian stabilitas moneter dan
keuangan.  Menurut  Sheppard,  sebagaimana
dijelaskan dalam buku Sri Mulyati Tri Subari dan
Ascarya menyatakan bahwa peran penting sistem
pembayaran dalam perekonomian suatu negara yaitu
diantaranya adalah sebagai berikut:*®
a. Sistem pembayaran sebagai elemen penting
untuk mendukung dan menjaga stabilitas
keuangan, yaitu dalam hal infrastruktur keuangan

suatu perekonomian.

18 Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, Kebijakan Sistem Pembayaran

di Indonesia, him.4-5.



3.

47

b. Sistem pembayaran sebagai saluran penting
dalam upaya pengendalian ekonomi yang efektif,
dengan melalui kebijakan moneter.

c. Sistem pembayaran sebagai alat untuk

meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara.

Instrumen Pembayaran
Instrumen pembayaran di Indonesia terbagi
menjadi 2 macam, Yyang meliputi instrumen
pembayaran tunai dan instrumen pembayaran
nontunai. Penggunaan instrumen pembayaran non-
tunai saat ini telah berkembang dengan cepat dan
pesat, terutama penggunaan pada instrumen non-tunai
yang berbasis bukan warkat.
a. Instrumen Pembayaran Tunai
Instrumen pembayaran tunai adalah alat
pembayaran yang terdiri dari uang logam dan
uang kertas, yang merupakan mata uang yang
berlaku di Indonesia yaitu Rupiah. Lembaga
yang mempunyai hak tunggal untuk mencetak

dan mengedarkan uang kartal (kertas) dan uang
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logam yaitu hanya Bank Indonesia berdasarkan
Undang-Undang yang berlaku yaitu UU No.23
Tahun 1999.
Instrumen Pembayaran Non-Tunai

Instrumen pembayaran non-tunai adalah
alat pembayaran yang disediakan oleh sistem
perbankan, meliputi instrumen yang terdiri dari
instrumen yang berbasis warkat, seperti cek,
bilyet giro, nota debet, dan nota kredit, serta
instrumen yang berbasis bukan warkat, seperti
kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit. Saat ini
penggunaan instrumen pembayaran non-tunai
semakin meningkat digunakan oleh hampir
semua lapisan masyarakat, terutama penggunaan
pada instrumen pembayaran non-tunai Yyang
berbasis bukan warkat. Hal ini disebabkan karena
semakin kompleksnya kebutuhan konsumen,
sehingga pihak perbankan berupaya untuk selalu
berinovasi dalam  menciptakan  instrumen

pembayaran non-tunai khususnya yang berbasis
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bukan warkat dalam memenuhi kebutuhan

konsumen.*®

C. Kartu ATM/Debit

1. Definisi Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor
6/24/PBI1/2004  tentang Bank Umum  yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah, sebagaimana dimaksud pada Bab | mengenai
Ketentuan Umum, bahwa dalam Pasal 1 Ayat 11
tentang kegiatan kas di luar kantor bank adalah
kegiatan pelayanan kas terhadap pihak yang telah
menjadi nasabah bank, yang meliputi antara lain pada
point (c) menyatakan bahwa:

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) vyaitu
kegiatan kas yang dilakukan secara
elektronis untuk memudahkan nasabah,
antara lain dalam rangka menarik atau
menyetor secara tunai, atau melakukan
pembayaran melalui pemindahbukuan, dan
memperoleh informasi mengenai
saldo/mutasi rekening nasabah, termasuk
pembukaan jaringan ATM yang dilakukan
dengan pemanfaatan teknologi melalui
kerjasama dengan bank lain.?°

' Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, Kebijakan Sistem Pembayaran

di Indonesia, him.35-38.

% Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah di
Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank

Indonesia), (Yogyakarta: Ull Press, 2007), hal. 230.
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Sedangkan yang dimaksud dengan kartu ATM
adalah kartu yang diberikan oleh pihak bank kepada
nasabah dana, sebagai alat transaksi di ATM maupun
di kantor cabang yang diakses dengan validasi
transaksi menggunakan PIN. Beberapa manfaat yang
diperoleh dari penggunaan kartu ATM vyaitu
diantaranya kecepatan dan kemudahan dalam
melakukan transaksi penarikan atau setor tunai,
transfer antar rekening/bank yang sama ataupun
berbeda, dan dapat melakukan kegiatan transaksi
lainnya. Adapun terdapat sedikit perbedaan antara
kartu ATM dengan kartu debit, yaitu bahwa kartu
debit selain sebagai alat transaksi di ATM maupun di
kantor cabang, kartu debit juga dapat digunakan
sebagai alat pembayaran di merchant dan validasi
transaksinya selain menggunakan PIN dapat juga
dengan menggunakan tanda tangan nasabah

(pemiliknya).?

! |katan Bankir Indonesia (IBI), Mengelola Kualitas Layanan

Perbankan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 234.
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2. Definisi Debit Card

Kartu debit (debit card) adalah kartu yang teknis
penggunaannya Yyaitu berupa pemberian kesempatan
kepada issuer bank untuk menarik (debit) dana card
holder secara langsung dari tabungannya senilai
barang dan jasa yang didapatnya lewat penggunaan
kartu dan dokumen vyang telah ditandatangani
sebelumnya, sehingga penerbitan  kartu ini
mengharuskan adanya tabungan card holder di bank
terkait. Debit card merupakan jenis kartu dimana nilai
barang dan jasa yang didapat oleh card holder selama
pemakaiannya akan langsung dikurangi oleh pihak
bank dari rekeningnya, kemudian langsung dibayarkan
kepada merchant atau tempat card holder memperoleh
barang dan jasa yang diperolehnya. Hal ini yang
menjadi perbedaan antara debit card dengan jenis
kartu lainnya, namun debit card tetap memiliki fungsi
yang sama dengan jenis-jenis kartu lainnya vyaitu
berfungsi untuk memperoleh barang dan jasa yang
dibutuhkan, serta untuk menarik uang

tunai.?’Prosedur Penggunaan Debit Card

22 Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards Syariah
(Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Figih), (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), him.58-59.



52

3.

Cara penggunaan kartu debit pada umumnya sama
dengan penggunaan kartu kredit, yaitu pada proses
penandatanganan akta jual beli (sales list) pada debit
card sama dengan proses dalam penandatanganan
sales list pada credit card. Pada penggunaan debit
card, di akhir transaksi nilainya akan dicatat pada cek
card holder dan dikurangi dari rekeningnya dengan
syarat tidak melebihi jumlah cek tunainya (uang yang
dimiliki di rekening). Penggunaan debit card tidak
diperkenankan bagi card holder untuk menggunakan
jenis kartu ini melebihi batas uang yang dimiliki di
rekeningnya, oleh karena itu card holder tidak boleh
mendapatkan barang-barang yang dibelinya dengan

secara kredit.

Manfaat Debit Card

Manfaat yang diperoleh card holder dari
penggunaan debit card yaitu diantaranya card holder
dimungkinkan untuk memperoleh uang tunai dengan
melalui penarikan di mesin ATM yang tersedia,
melakukan transaksi pembelian barang, jasa, dan

lainnya dengan cara yang mudah tanpa kesulitan
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untuk dapat membawa uang tunai dalam jumlah yang
banyak. Debit card dapat pula digunakan untuk
melakukan pemindahan/transfer dana antar rekening
nasabah.?
4. Karakteristik Debit Card
Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh
debit card diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Kartu debit merupakan kartu yang hanya dimiliki
oleh nasabah yang memiliki rekening di bank
yang menerbitkan kartu tersebut.

b. Debit card dapat dipergunakan baik di
lingkungan lokal/dalam negeri maupun di negara
dimana terdapat cabang bank terkait.

c. Pada jenis kartu ini pengurangan dana dari
rekening card holder tepat dilakukan saat card
holder menggunakan atau melakukan transaksi
dengan menggunakan debit card.

d. Debit card biasanya digunakan untuk melakukan

penarikan uang tunai dari instrumen perbankan

> Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards Syariah
(Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Figih), hal.60.
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yang online, melakukan pemindahan/transfer
dana antar rekening nasabah, serta melakukan

kegiatan transaksi lainnya.*

5. Perbedaan Antara Credit Card dengan Debit Card

Beberapa perbedaan antara debit card dan
credit card yaitu diantaranya bahwa dalam debit card
pihak bank tidak memiliki hubungan terkait
pinjaman, namun bank akan langsung mendebit nilai
barang yang dibeli oleh card holder dari rekeningnya
dan langsung dimasukkan ke dalam rekening
merchant tanpa melalui proses lainnya, sedangkan
pada credit card pihak bank harus membayarkan
terlebih dahulu nilai yang tercantum dalam
nota/dokumen yang diberikan oleh merchant atas
pembelian atau transaksi yang dilakukan oleh card

holder.®

* Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards Syariah
(Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Figih), him. 61-62.

* Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Cards Syariah
(Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Figih), him.62-63.
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D. Gambaran Umum tentang Gerbang Pembayaran
Nasional (GPN)
1. Definisi Gerbang Pembayaran Nasional

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor
19/8/PB1/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional
(National Payment Gateway) pada Pasal 1 Ayat 1,
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Gerbang
Pembayaran Nasional yang selanjutnya disingkat GPN
(NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar,
switching, dan services yang dibangun melalui
seperangkat aturan dan mekanisme (arrangement)
untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal
pembayaran secara nasional.?

Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment
Gateway) dapat juga diartikan sebagai suatu sistem
yang memproses transaksi pembayaran elektronik atau
transaksi non-tunai dengan melalui berbagai instrumen
(seperti kartu ATM/debit, uang elektronik, dan kartu

kredit), yang saling terhubung secara elektronik pada

%Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017
Pasal
1 Ayat 1, https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_190817.aspXx,
diakses pada tanggal 13 Januari 2021, pukul 15.00 WIB.
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semua instrumen Bank dalam satu sistem pembayaran.
Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) merupakan
suatu bentuk implementasi komitmen Bank Indonesia
untuk dapat mengembangkan interkoneksi dan
interoperabilitas pada sistem pembayaran di
Indonesia. Sistem GPN memberikan kemudahan bagi
masyarakat untuk tidak lagi mencari mesin Electronic
Data Capture (EDC) dari bank yang sama dengan
kartu yang dimiliki, karena dengan menggunakan
sistem GPN maka semua kartu yang diterbitkan oleh
penerbit domestik dapat terhubung hanya dengan

melalui satu mesin EDC.?’

2. Dasar Hukum Implementasi Gerbang Pembayaran
Nasional
Ketentuan pelaksanaan Gerbang Pembayaran
Nasional (GPN) didasarkan dengan
mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya yaitu
agar terwujudnya sistem pembayaran yang lancar,

aman, efisien, andal, dan upaya mengarahkan sistem

?’Bank Indonesia, Frequently Asked Questions (FAQ) Tentang
GerbangPembayaranNasional, pada tanggal 13 Januari 2021, pukul 15.30
WIB.
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pembayaran nasional pada pembangunan ketahanan,
pengembangan yang terintegrasi dan
berkesinambungan, peningkatan daya saing, serta
implementasi pemenuhan atas kebutuhan masyarakat
dalam melakukan transaksi secara non-tunai melalui
pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik
secara interkoneksi dan interoperabilitas, maka
diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.
19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional
(National Payment Gateway) olen Bank Indonesia
yang telah diberlakukan sejak tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017
berisi pembahasan yang mencakup mengenai
beberapa hal terkait sistem GPN, yaitu diantaranya
sebagai berikut:?®
a. Tujuan dan ruang lingkup GPN.
b. Pihak dalam GPN.
c. Penyelenggara GPN.

d. Pihak yang terhubung dengan GPN.

®Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017
Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway),
https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_190817.aspx , diakses
pada tanggal 14 Januari 2021, pukul 21.00 WIB.
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@

Penyelenggaraan GPN.

—h

Laporan.

g. Pengawasan dan sanksi; dan

=

Ketentuan lain-lain serta ketentuan peralihan.

Pada tanggal 20 September 2017 Bank Indonesia
menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur
(PADG) No. 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang
Pembayaran Nasional (National Payment Gateway),
yang merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan
Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017. Secara garis
besar, Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.
19/10/PADG/2017 menetapkan tentang mekanisme
(arrangement) bagi seluruh pihak, baik
penyelenggaraan GPN maupun pihak-pihak yang
terhubung dengan GPN. Terdapat beberapa hal yang
diatur di dalam PADG No. 19/10/PADG/2017 yaitu;
prosedur penetapan kelembagaan GPN, mekanisme
kerja sama, branding nasional, skema harga, dan
mengenai Bank Indonesia yang sewaktu-waktu dapat
mengevaluasi  kebijakan skema harga. Dalam

memastikan  tercapainya sasaran GPN  yang



59

diantaranya  adalah menciptakan ekosistem
interkoneksi (saling terhubung), interoperabel (saling
dapat beroperasi), melaksanakan pemrosesan transaksi
ritel domestik yang aman, efisien, andal, dan lancar,
serta upaya efisiensi perekonomian nasional dengan
melalui pemberian bantuan sosial non-tunai dalam
mendukung program pemerintah, strategi nasional
keuangan inklusif, elektronifikasi jalan tol, dan
implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT),
semua hal tersebut merupakan landasan dari
penyusunan Peraturan Anggota Dewan Gubernur
(PADG) No. 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang
Pembayaran Nasional/National Payment Gateway

(PADG GPN).?

3. Tujuan dan Ruang Lingkup Gerbang Pembayaran
Nasional
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.

19/8/PBI/2017 sebagaimana dijelaskan pada Bab 2

“Bank Indonesia, Bl Terbitkan Ketentuan Pelaksanaan Gerbang
Pembayaran Nasional, https:// www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-
release/Pages/sp_197217.aspx , diakses pada tanggal 14 Januari 2021, pukul
22.30 WIB.
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mengenai tujuan dan ruang lingkup Gerbang

Pembayaran Nasional (GPN), pada Pasal 2

menyatakan bahwa sistem GPN yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia secara garis besar bertujuan untuk

dapat mewujudkan interoperabilitas sistem

pembayaran nasional dengan melalui interkoneksi

Switching.

Selain itu, kebijakan Gerbang Pembayaran
Nasional (GPN) juga bertujuan diantaranya yaitu
untuk:*

a. Mencapai interoperabilitas yang optimal dengan
mewujudkan infrastruktur yang terkoneksi,
memiliki manfaat untuk kepentingan bersama,
dan konvergen.

b. Menyediakan layanan dan produk yang
dibutuhkan ~ masyarakat  dengan  melalui
pemanfaatan teknologi terkini dan inovasi yang

berbasis infrastruktur domestik untuk dapat

*Bank Indonesia, Infrastruktur, https://www.bi.go.id/id/fungsi-
utama/sistem-pembayaran/ ritel/infrastruktur/default.aspx#floating-3 , diakses
pada tanggal 20 Januari 2021, pukul 22.00 WIB.


https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/
https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/
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meningkatkan peran industri sistem pembayaran
domestik.

Meningkatkan transaksi non-tunai dan keuangan
inklusif, dengan langkah memperluas jangkauan
produk dan jasa sistem pembayaran ritel.
Meningkatkan ~ keamanan  transaksi  dan
perlindungan konsumen.

Menata kelembagaan industri sistem
pembayaran,  khususnya  lembaga  yang
menjalankan fungsi standard, switching, dan
services.

Menciptakan sistem pembayaran nasional yang

lebih efisien, aman, dan andal.

Transaksi pembayaran secara domestik merupakan

cakupan dari ruang lingkup sistem Gerbang

Pembayaran Nasional (GPN) sesuai dengan yang

tercantum pada Pasal 3 yaitu diantaranya meliputi:

a.

b.

Interkoneksi Switching;

Interkoneksi  dan interoperabilitas  kanal
pembayaran berupa kanal ATM, Electronic Data
Captured (EDC), agen, payment gateway, dan

kanal pembayaran lainnya; dan
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c. Interoperabilitas instrumen pembayaran berupa
kartu ATM dan/ atau kartu Debet, kartu Kredit,
uang elektronik, dan instrumen pembayaran
lainnya.**

4. Pihak Terkait dalam Gerbang Pembayaran
Nasional

Dalam menjalankan prosesnya, sistem Gerbang
Pembayaran Nasional (GPN) terdiri dari beberapa
pihak yang terkait, diantaranya yaitu:

a) Pihak penyelenggara GPN; dan
b) Pihak yang terhubung dengan GPN.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.
19/8/PBI1/2017 Pasal 5 Ayat 1, yang bertindak sebagai
pihak penyelenggara GPN diantaranya yaitu:

a. Lembaga Standar
Merupakan lembaga yang berfungsi dalam

menyusun, mengembangkan, dan mengelola

*'Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 Bab I
Tujuan dan Ruang Lingkup, https://www.bi. go.id/id/publikasi /peraturan/
Pages/pbi_190817.aspx, diakses pada tanggal 18 Januari 2021, pukul 14.00
WIB.

%2Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 Bab
Il Pihak Dalam GPN, https:// www. bi.go.id /id/publikasi/ peraturan
/Pages/pbi_ 190817.aspx, diakses pada tanggal 20 Januari 2021, pukul 15.00
WIB.


https://www.bi/
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standar GPN dalam menciptakan terjadinya
interkoneksi dan interoperabilitas pada instrumen
pembayaran, kanal pembayaran, switching, dan
keamanan. Berdasarkan ketentuan umum pada
Pasal 1 Ayat 2 dalam Peraturan Bank Indonesia
No. 19/8/PBI1/2017, bahwa yang dimaksud dengan
standar adalah suatu spesifikasi teknis dan
operasional yang dibakukan.
Lembaga Switching

Merupakan lembaga yang berfungsi
sebagai pihak yang mengatur dan melakukan
pemrosesan data transaksi pembayaran secara
domestik, dalam upaya mewujudkan interkoneksi
dan interoperabilitas sistem pembayaran.
Lembaga Services

Merupakan lembaga yang berfungsi untuk
melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Bank
Indonesia mengenai fungsi services, diantaranya
yaitu menjaga keamanan kegiatan transaksi
pembayaran dan kerahasiaan data nasabah,

menyelenggarakan  rekonsiliasi-kliring-setelmen
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secara efisien, mengembangkan sistem sebagai

langkah dalam pencegahan fraud, melakukan

manajemen risiko dan mitigasi risiko, serta
berfungsi sebagai pihak penyelenggara layanan
perlindungan konsumen.

Sedangkan pihak yang terhubung dengan GPN
sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bank
Indonesia No. 19/8/PBI/2017 Pasal 5 Ayat 2, yaitu
meliputi:

a. Penerbit;

b. Acquirer;

c. Penyelenggara Payment Gateway; dan

d. Pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia.
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5. Logo Gerbang Pembayaran Nasional

Ny v
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Sumber: bi.go.id

Gambar 2. 1 Logo dan Filosofi Gerbang Pembayaran
Nasional

Logo diatas merupakan logo yang tercantum pada
semua jenis kartu (salah satunya yaitu kartu
ATM/debit), channel pembayaran (terminal ATM dan
terminal EDC), maupun media komunikasi domestik
yang ada di Indonesia sebagai logo resmi sistem
Gerbang Nasional

Pembayaran (GPN) vyang

diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI). Implementasi
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penggunaan logo GPN tersebut sebagai bentuk dari

identitas kedaulatan nasional pada bidang sistem

pembayaran Indonesia.

Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)
selain memiliki logo khusus, namun sistem ini juga
memiliki slogan istimewa sebagai bentuk dari
pendeskripsian keunggulan pada sistem Gerbang
Pembayaran Nasional (GPN) yaitu:*

a) Aman : Mengedepankan layanan
perlindungan konsumen dengan
melalui tersedianya beragam
layanan transaksi pembayaran
elektronik yang lebih aman,
mudah, dan nyaman.

b) Andal : Sebagai sistem pembayaran
yang dapat diandalkan melalui
upaya untuk terus berinovasi
seiring dengan kemajuan zaman

dan teknologi dalam

33

Artajasa, Info Gerbang Pembayaran Nasional,

https://www.artajasa.co.id/post/135 diakses pada tanggal 22 Januari 2021,
pukul 22.00 WIB.
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meningkatkan keamanan
bertransaksi.
c) Terpercaya : Menjadi sistem pembayaran

domestik pertama yang dimiliki
oleh negara Indonesia dan
sebagai sistem yang dapat
diterima di seluruh instrumen
maupun kanal pembayaran di

berbagai daerah nusantara.
Sejak tanggal 1 Januari 2018 Bank Indonesia telah
menetapkan kepada seluruh penerbit mengenai
kewajiban penyediaan kartu berlogo nasional GPN
dan kewajiban pemberian edukasi tentang manfaat
dari sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)
kepada para nasabahnya. Maka demikian, dengan
melalui penerapan logo nasional, akseptasi instrumen
pembayaran ritel non-tunai menjadi semakin meluas
dan memberikan kemudahan transaksi yang dapat

digunakan pada seluruh merchant di Indonesia.*

% Bank Indonesia, Sambutan Gubernur Bank Indonesia Launching
Gerbang Pembayaran Nasional, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-
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6. Manfaat Kartu Berlogo GPN

Sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)
merupakan hasil dari implementasi rasa nasionalisme
yang tumbuh di bidang perbankan Indonesia, sehingga
menghasilkan suatu terobosan produk baru berupa
kartu berlogo GPN sebagai bentuk dari eksistensi
perbankan untuk menjadi semakin lebih baik.
Penggunaan kartu berlogo GPN merupakan terobosan
dalam rangka menghilangkan dan mengurangi
fragmentasi layanan pembayaran ritel di Indonesia
melalui interkoneksi dan interoperabilitas yang
dimiliki pada sistem GPN.*

Melalui implementasi sistem GPN diharapkan
akan mampu mengurangi kompleksitas koneksi, yaitu
dari yang sebelumnya bersifat bilateral antar pihak
kemudian menjadi tersentralisasi dengan sistem GPN

sehingga pada akhirnya diharapkan akan memberikan

media/news-release/Pages/sp_199071.aspx diakses pada tanggal 23 Januari
2021, pukul 15.00 WIB.

% Agus Hariyanto dan Pujiyono, “Problematika Hukum Penggunaan
Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Berlogo Gerbang Pembayaran
Nasional (GPN)”, Jurnal Privat Law Universitas Sebelas Maret, Vol. VIII No.
1 (2020), hal.16.
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dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di

Indonesia.*

Adapun manfaat yang akan diperoleh masyarakat
sebagai pengguna kartu berlogo GPN yaitu
diantaranya:*’

1. Kemudahan transaksi yang dapat dilakukan pada
semua kanal pembayaran di seluruh Indonesia
dengan menggunakan kartu ATM/Debit berlogo
GPN.

2. Kartu ATM/Debit berlogo GPN telah dilengkapi
dengan fitur keamanan yang terstandarisasi serta
seluruh proses dilakukan di dalam negeri melalui
jaringan domestik, sehingga masyarakat dapat
bertransaksi dengan aman dan nyaman.

3. Penetapan Merchant Discount Rate (MDR), yaitu
penetapan tarif yang dikenakan kepada merchant

(pedagang) oleh bank yang berlaku pada jenis

% Bank Indonesia, Bank Indonesia Meluncurkan Gerbang Pembayaran
Nasional, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-
release/Pages/sp_199071.aspx, diakses pada tanggal 26 Januari 2021, pukul
21.00 WIB.

%" Bank Indonesia, Bank Indonesia Dorong Masyarakat Menggunakan
Kartu Berlogo GPN, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-
release/Pages/Bank-Indonesia-Dorong-Masyarakat-Menggunakan-Kartu-
Berlogo-GPN.aspx, diakses pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 22.00 WIB.
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kartu yang berlogo GPN, sehingga tidak adanya
biaya yang dikenakan kepada masyarakat oleh
merchant.

4. Dengan menggunakan kartu ATM/Debit berlogo
GPN seluruh kanal pembayaran sudah saling
terkoneksi  (interkoneksi) dan saling dapat
diwujudkan (interoperabilitas), oleh karena itu
masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai
dalam jumlah yang besar, melainkan cukup
dengan membawa kartu ATM/Debit berlogo GPN
dan menggunakan saldo rekening yang tersedia
untuk melakukan transaksi dimanapun.

5. Dengan menggunakan kartu ATM/Debit berlogo
GPN, biaya administrasi yang dikenakan kepada
masyarakat (nasabah) akan menjadi lebih murah,
sebab seluruh pemrosesan data transaksi dikelola

secara domestik sehingga lebih efisien.

E. Gerakan Nasional Non Tunai
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan
suatu  kegiatan elektronifikasi pembayaran  yang
dicanangkan dalam mendukung salah satu misi Bank

Indonesia untuk dapat menjadi suatu lembaga yang
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mampu mewujudkan sistem pembayaran yang aman,
efisien, dan lancar serta untuk mendorong sistem
keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien.
Adapun yang dimaksud dengan elektronifikasi adalah
suatu proses mengubah cara pembayaran yang semula
menggunakan tunai kemudian menjadi non-tunai.
Beberapa peraturan Bank Indonesia  mengenai
elektronifikasi yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017
tentang Gerbang  Pembayaran  Nasional
(National Payment Gateway).

2. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI1/2016
tentang Uang Elektronik.

3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/21/DKSP
tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.

Elektronifikasi merupakan salah satu bentuk dari

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah resmi
dicanangkan oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W.
Martowardojo sejak tanggal 14 Agustus 2014. Gerakan
Nasional Non Tunai (GNNT) diharapkan mampu
meminimalisasi  berbagai masalah pada proses
pembayaran yang dilakukan secara tunai, seperti tidak
diterimanya  uang  karena  lusuh/sobek,  dapat

meningkatkan efisiensi waktu ketika melakukan transaksi

baik di tempat perbelanjaan atau pada saat bepergian
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seperti pembayaran jalan tol dan pembayaran biaya
angkutan umum (bus, kereta, dll), serta mencegah
pemberian uang kembalian berupa barang (permen) pada
saat melakukan transaksi pembayaran.*®

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo
dalam sambutannya pada 14 Agustus 2014 di Jakarta pada
acara resmi pencanangan Gerakan Nasional Non Tunai
(GNNT), menyampaikan bahwa untuk membentuk dan
mengimplementasikan suatu komunitas atau masyarakat
yang lebih menggunakan instrumen non-tunai (Less Cash
Society/LCS), maka  GNNT  ditujukan  untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
penggunaan instrumen non-tunai khususnya dalam
melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Sebagai
bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrumen
non-tunai, Bl menjadikan Gerakan Nasional Non Tunai
sebagai gerakan tahunan yang didukung dengan berbagai
kegiatan untuk mendorong meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap penggunaan instrumen non-tunai

dalam melakukan transaksi pembayaran.

¥ Bank Indonesia, Elektronifikasi dan Keuangan Inklusi,
https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Elektonifikasi-dan-Keuangan-
Inklusi.aspx , diakses pada 09 Januari 2021, pukul 22.00 WIB.

% Ba, https:// www.bi.go .id/ id/ publikasi/ ruang media/ news-
release/Pages/sp_165814.aspx , diakses pada 12 Januari 2021, pukul 16..00
WIB.
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Integritas dan keamanan nasional sistem keuangan
nasional diharapkan akan dapat tetap terjaga, tanpa
adanya sesuatu yang menjadi penghambat laju inovasi dan
perkembangan industri uang elektronik yang dinamis.
Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang di
bidang  sistem  pembayaran, selalu  memantau
perkembangan sistem pembayaran di Indonesia termasuk
mengenai uang elektronik, dengan tujuan untuk
memastikan bahwa industri uang elektronik dapat
memberikan manfaat seluas-luasnya bagi perekonomian
Indonesia.*

Deputi Gubernur BI, Sugeng dalam sambutan
pembukaannya di acara Pekan Gerakan Nasional Non
Tunai (GNNT) di Papua yang diselenggarakan pada 13
Oktober 2017, menyampaikan bahwa Bank Indonesia
masih terus berupaya memutakhirkan sistem maupun
regulasi terkait sistem pembayaran agar Indonesia mampu
mengimbangi inovasi di bidang sistem pembayaran, hal

ini merupakan sebagai bentuk tanggungjawab Bl dalam

¥ Bank Indonesia, Bank Indonesia nk Indonesia, Bank Indonesia
Mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai, https:// www.bi.go .id/ id/
publikasi/ ruang media/ news-release/Pages/sp_165814.aspx , diakses pada 12
Januari 2021, pukul 16..00 WIB.

% Bank Indonesia, Bank Indonesia Terbitkan Penyempurnaan
Ketentuan ~ Uang  Elektronik,  https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-
media/news-release/Pages/sp_203918.aspx , diakses pada 12 Januari 2021,
pukul 14.00 WIB.
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menjalankan mandat untuk mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, serta sebagai
wujud kepedulian kepada generasi masa depan agar para
penerus nantinya tidak tertinggal dalam hal teknologi
pembayaran terkini. Bank Indonesia selalu berupaya
untuk mendorong penggunaan transaksi non-tunai di
masyarakat dengan didasari oleh berbagai manfaat yang
akan diperoleh dalam melakukan transaksi non-tunai,
diantaranya vyaitu kepraktisan dan keamanan dalam
bertransaksi, kemudahan monitoring dan perencanaan
dunia usaha maupun perekonomian secara umum karena
pencatatan transaksi yang terjadi dilakukan secara
otomatis dan transparan. Diharapkan dengan melalui
rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Non Tunai yang
diselenggarakan oleh BI, dapat mendorong dan semakin
memotivasi masyarakat untuk memiliki dan menggunakan
instrumen non-tunai dalam berbagai kegiatan transaksi

sehari-hari.*

1 Bank Indonesia, Bank Indonesia Gelar Pekan GNNT Di Papua,

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Bank-
Indonesia-Gelar-Pekan-GNNT-di-Papua.aspx , diakses pada 12 Januari 2021,
pukul 15.00 WIB.



